
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Plh 

 

SALINAN 

PUTUSAN 

Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Plh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 

Pelaihari, 05 Maret 1088, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat 

tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memberi kuasa 

kepada Supian Hadi, S.H., Advokat berkantor di Jl. 

Swadaya RT.002/001 Desa Bingkulu Kecamatan 

Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

dengan register Nomor 051/KK/7/2024/PA.Plh tanggal 

11 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat 

email XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 

Pelaihari, 18 Januari 1980, agama Islam, pendidikan 

S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal 

di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan 

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah 

LautSaat ini Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan 

Teluk Dalam Jl. Mayjen Sutoyo, Pelambuan, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, 

dengan domisili elektronik pada alamat email -;  

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang 

didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, 

Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelahari 

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana 

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX tanggal 20 

Juni 2008;  

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak 

yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;  

3. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka;  

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan tinggal di rumah 

orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kel. Karang 

Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan 

kemudian pindah;  

5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul 

layaknya suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: 

a. ANAK 1 P&T, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanah Laut pada 

tanggal 25-04-2010, umur lebih kurang 14 (empat belas) tahun 

(bersama Penggugat) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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b. ANAK 2 P&T, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanah Laut pada 

tanggal 31-01-2016, umur lebih kurang 8 (delapan) tahun (bersama 

Penggugat) 

6. Bahwa pada awal Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

cekcok pertengkaran yang dirasa Penggugat tidak dapat hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga, dimana hal tersebut disebabkan antara lain: 

6.1. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada 

Penggugat untuk kehidupan berumah tangga;  

6.2. Tergugat menggunakan narkoba;  

6.3. Tergugat mengingkari janjinya tidak menggunakan narkoba lagi;  

7. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, dimana Tergugat 

telah memakai/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu;  

8. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2024 Tergugat telah ditangkap pihak 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kal Sel);  

9. Bahwa Penggugat bersama keluarga dan Orangtua/ keluarga sudah 

bermusyawarah, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk minta ceraikan 

saja;  

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 01 Januari 

2024 sampai sekarang bulan Juli 2024 selama lebih kurang 6 (enam) bulan 

dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara 

lahir dan bathin;  

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun berumah tangga , 

namun sulit untuk disatukan kembali;  

12. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan 

yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut Penggugat tidak mungkin lagi 

tercapai terlebih lagi Penggugat sudah tidak suka atau tidak ridho lagi untuk 

bersuamikan Tergugat dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PREMIER: 

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus 

dengan perceraian;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDAIR: 

ATAU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat 

Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Plh yang diterima tanggal 13 Juli 2024 dan Nomor 

437/Pdt.G/2024/PA.Plh yang diterima tanggal 26 Juli 2024 yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis 

Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi 

Pengadilan; 

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan 

dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 

051/KK/7/2024/PA.Plh tanggal 11 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi 

kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang 

masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim 

menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini 

guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A.  Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXX, atas 

nama PENGGUGAT, tertanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan 

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi 

tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tertanggal 23 

Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA 

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti 

surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala 

keluarga TERGUGAT, tertanggal 10 Februari 2018, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan 

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi 

tanda P.3; 

4. Fotokopi Surat Penyampaian Keputusan Bupati Nomor 

XXXXXXXXXXXXXXXXX mengenai penyampaian tindak lanjut 

penegakkan disiplin atas nama TERGUGAT, tertanggal 15 Januari 

2024 yang di keluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut. Bukti 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4; 

5. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 

XXXXXXXXXXXXXXXXX tentang pemberhentian sementara sebagai 

Pegawai Negeri Sipil atas nama TERGUGAT, tertanggal 02 Januari 

2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Tanah Laut. Bukti surat tersebut 

telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap 

pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5; 

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor 

XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, tertanggal 02 

Januari 2024 yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur Reserse Narkoba 

Polda Kalimantan Selatan Plt. Kasubdit III. Bukti surat tersebut telah 

cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos 

(nazegelen), dan diberi tanda P.6; 

B.  Saksi: 

1. SAKSI1P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

adik kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat Jl. Matah II Kelurahan Karang Taruna 

Kecamatan Pelaihari, kemudian pisah; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 

2 P&T; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran 

dan perselisihan sejak awal bulan Januari 2022, yang disebabkan 

Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada 

Penggugat untuk kehidupan berumah tangga dan Tergugat memakai 

narkoba berulang kali padahal sudah diingatkan oleh orang tua 

Penggugat dan saksi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Januari 2024 Tergugat ditangkap Polisi karena kasus 

narkoba, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, 

namun tidak berhasil; 

2. SAKSI2P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

adik kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan 

Pelaihari; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 

2 P&T, dan saat ini dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran 

dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu 

memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat untuk 

kehidupan berumah tangga dan Tergugat memakai narkoba 

berulang kali; 

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada awal tahun tepatnya bulan Januari 2024 Tergugat ditangkap 

Polisi kasus narkoba; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, 

namun tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Kehadiran Para Pihak 

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima 

kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 

Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

dengan register Nomor 051/KK/7/2024/PA.Plh tanggal 11 Juli 2024, 

kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum 

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki legal 

standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat 

dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui 

Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah 

dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 

sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan 

tersebut Penggugat hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 

437/Pdt.G/2024/PA.Plh yang diterima tanggal 13 Juli 2024 dan Nomor 

437/Pdt.G/2024/PA.Plh yang diterima tanggal 26 Juli 2024 yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana 

ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
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Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya 

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan 

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu 

alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) 

R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus 

secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar’i sebagai 

berikut: 

بْ فَ هُوَ ظاَلٌِ لا حَقٌّ لَهُ  امِ الْمُسْلِمِيَْْ فَ لَمْ يََِ   مَنْ دُعِىَ إِلََ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّ

Artinya: ”Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau 

mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan 

gugurlah haknya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat 

dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan; 

Upaya Penasihatan Majelis Hakim 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah 

berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah 

tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;  

Mediasi Tidak Dilaksanakan 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu 

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat 

dilaksanakan; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun kembali dalam rumah tangga; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, 

namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk 

menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian 

merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar 

kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yakni 

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan ic. Majelis Hakim pemeriksa 

perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan 

Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk 

meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta 

otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 

301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta 

bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 

(fotokopi Kartu Keluarga) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat 

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian 

Disclaimer
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yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH 

Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Pelaihari; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain 

memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, 

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 

akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 20 

Juni 2008; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Penyampaian Keputusan 

Bupati) dan P.5 (fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut) selain memenuhi 

syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan 

bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan 

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena ditahan menjadi tersangka 

tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam hal peredaran gelap 

dan/atau penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu; 

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Pemberitahuan 

Penangkapan dan Penahanan) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi 

syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Tergugat telah 

ditangkap dan ditahan sejak tanggal 01 Januari 2024; 

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam 

perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga 

serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai 

saksi dalam perkara a quo; 
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Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI1P) dan saksi 2 (SAKSI2P) yang 

dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang 

sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah 

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 

171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH 

Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi 

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal 

tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari 

aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis 

Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi 

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan 

saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat 

dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan 

perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima 

dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat 

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak 

awal bulan Januari 2022 yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan 

nafkah secara layak kepada Penggugat untuk kehidupan berumah tangga dan 

Tergugat memakai narkoba berulang kali hingga puncaknya terjadi pada bulan 

Januari 2024 Tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba, sehingga 

mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat 

ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak 

tanggal 20 Juni 2008 ba’da dukhul, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 

2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 

P&T; 
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2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat 

berlangsung harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2022 rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan 

yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat 

tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat untuk 

kehidupan berumah tangga dan Tergugat memakai narkoba berulang kali; 

3. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2024 Tergugat ditangkap Polisi karena 

kasus narkoba, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah 

tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah 

berkumpul bersama lagi layaknya suami istri; 

4. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak 

keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai; 

Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis 

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan 

maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. 

Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan 

Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam 

proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa 

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat 

pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar 

Agama huruf A angka 1); 

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit 

untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan 

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi 

bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan 

al-Qur’an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini 

tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat 

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam 

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga 

tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar 

Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 

1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian 

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat 

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau 

telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga 

berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat 

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya 

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, Majelis Hakim menilai ketentuan 

SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: 

ثَ بَتَ   إِذَا  بََئنَِةً  طلَْقَةً  الْقَاضىِ  يطُْلِقُهَا  نَئِذٍ  حِي ْ وَ  الت َّفْريِْقَ  القَاضِى  مِنَ  تَطْلُبَ  أَنْ  لََاَ  وَ  يََُوْزُ  الضَّرَرُ 
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نَ هُمَا    عَجَزَ عَنِ الِاصْلَاحِ بَ ي ْ

Artinya:  “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di 

hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu 

ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan 

adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”; 

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

صَالِحِ 
َ

مٌ عَلى جَلْبِ الم   دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

Artinya:  “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil 

maslahat”; 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat 

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja 

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan 

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian 

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas 

dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan 

ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap 

Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya 

tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 
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SALINAN 

iddah; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

Amar Putusan 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). 

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 

1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. 

Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Ketua Majelis, 

 
Ttd 

 
Muhammad Wildi, S.H., M.H. 
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Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

 

Ttd 

Dra. Rabiatul Adawiah 

 

Ttd 

H. Abdul Hamid, S.Ag. 

Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

Mar'atus Shalehah, S.H.I. 

 

Perincian biaya: 

1. PNBP Rp60.000,00  

2. Proses Rp75.000,00  

3. Panggilan Rp38.000,00  

4. Meterai Rp10.000,00  

 Jumlah Rp183.000,00  

 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 
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